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TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG DARI GUBERNUR KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PTNTU UNTUK
MENANDATANGANI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang

DEI{GAN RAIIMAT TT'HAII YANG MA}IA ESA
GUBERITUR IIUSA TEI|GGARA TIDT['R,

: a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Nomor 4 Tahun 2O18 telah ditetapkan Pendelegasian
Wewenang dari Gubernur kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk
Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14
tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, terdapat
kewenangan Provinsi yang dihapus dan terdapat sebagian
urusan perizinan dan non perizinan yang belum dilimpahkan
ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga Peraturan
Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian
Wewenang Dari Gubernur Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Untuk
Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu ditinjau
kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Perizinan dan
Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur;

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor I6a9l; Q

Menglngst



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlI tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
52341;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Pembahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tent"ang Pemerintahan Daerah
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

IIE}IUTUSKAX:

MenetapKal : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN

WEWENANG DARI GUBERNUR KEPADA KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU UNTUK MENANDATANGANI PERIZNAN DAN NON

PERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA

TENGGARATTMUR.

BAB I
KETENTUAN TIilUII

Pasa] 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya

disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku
usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

6. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayalan, pemberian
rekomendasi, fasilitas dan dokumen lainnya kepada seseor€rng atau badan
hukum tertent:u.. I

:'



BAB II
PEI{I'ELECASIAI| WDWEXANG

Pasal 2

(l)DenganPeraturanini,GubernurmendelegasikanwewenangkepadaKepala
DinasPenanamanModaldanPelayananTerpaduSatuPintuProvinsiNusa
Tenggara Timur untuk atas nama Gubernur menandatangani Perizinan dan

Non Periztnan.
(2) perizrnandan Non Penzinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Btdang Kesehataa.

l. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (IUKOT);

2. Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang; ,--
3. lzin operasionJ "Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas B

Pemerintah dan Swasta;
4. Pengakuan Cabang Penyalur Alat Kesehatan;

5. Rekomend""i urrtir. kin sarana Kesehatan Terterrtu Yang Diberikan

Oleh Pemerintah; dan
6. Rekomendasi Untuk Izin Industri Komoditi Kesehatan' Pedagang Besar

Farmasi (PBF) dan Perdagangan Besar Alat Kesehatan (PBAK)'

b. Bldang Perhubungan.

l. lnn Usaha Jasa Pengurusan Transportasi {JPI);
2. Persetuju"n e".,gopJtasian Kapal Untuk Lintas Penyeberangan Antar

KabuPaten/ Kota Dalam Provinsi;
3. lzin Usafra anltutan Pelayaran Ralrryat BaSi 81d31 Usaha Yang

Berdomisili d-in Beropeiasi Pada Lintas Pelabuhan Antar

Kabupaten/ Kota Dalam Witayafr Provinsi' Pelabuhan Antar Provinsi

dan International;
4. Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM);

5. Izin Usaha TaIIY Pelabuhan;
6. Inn Usaha DePo Peti Kemas;
7. Rekomendasi l,okasi Pelabuhan Penyeberangan;
8. Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan (RIP)'

DLIk/DLKp Yang Terletak Pada Jaringan Jalan Nasional dan Antar
Negara;

9. Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

(TUKS)diDalamDLKR/DLKPUntukPelabuhanPengumpanRegional;
1O. Penerbitan lzin Usaha, Badan Us$a di Pelabuhan Regional; dan
11. Rekomendasi Pemasukan dan operasional Kendaraan Bermotor Yang

Gross Vehicle Weight (GVW) nya Melampaui Daya Dukung Jalan'

c. Bidang Sosial.

1. Izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) Skala Provinsi;
2. lzrn Operasional Pendirian Organisasi Sosial;
3. Rekomendasi Atas usulan Pengangkatan Gelar Pahlawan Nasional dan

Perintis Kemerdekaan;
4. Pengusulan dan Pemberian Rekomendasi Atas Usulan Penganugerahan

satya t encana Kebaktian sosial Kepada Presiden Melalui Menteri
Sosial;

5. Penerbitan lzin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah
Kabupaten / Kota Dalam I (satu) Daerah Provinsi; dan

6. Penerbitan lzin Orang Tua Angkat Untuk Pengan Sk"t4, Anak Antat
WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang T\ra Tunggal Q



Izin Perpanjangan Rencana Penggunaan. Tenaga Kerja Asing (RPTKA);

iai p.l"ai*i Lembaga eursi-xe4aTlembaga Penempatan Te-naga

Keria Swasta (LPTKSi dan kmbaga Penyuluhan dan Bimbingan

Jabatan Skala Provinsi;
S. irin op..usional, Perpanjangan lzin Op-erasional' Pergantian ,!tn"t"- CJ"tg PPIKIS, eerpind"frin Ala1a1 Kantor Cabang PPTKIS dan

Pencablutan Izin Operasional Kantor Cabang PPTKIS;

+. ian Op.tasional dan Pencabutan lzin Perusahaan Penyedia Jasa

Pekerja/Buruh yang Perusahaannya lintas Kabupaten/ Kota dalam

Provinsi;
Rekomendasi Perizinan Magang ke Luar Negeri;
penerbitan Izin Usaha simiao"einjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah

Keanggotaan f,irrt"" o".t"i-f"bripaten / Kota Oalam t (satu) Daerah

Provinsi; dan
7. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor cabang, cabang Pembantu dan

Kantor Kas Koperasi D"tgtt' Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah

iabupaten/ Xota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi'

e. Bidaag Peaaaaman Modal.

Izin Pembukaan Kantor Cabang'

f. Bidang Parisisata.

1. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata Lintas Kabupaten / Kota; dan

2. TandaDaftar Usaha Daya Tarik Wisata Lintas Kabup aten f Kota'

g. Bidsng Pendidikan dan Kebudayaaa'

1. Penerbitan Izin Pendidikan Menengah Yang Diselenggarakan oleh

Masyarakat;
2. Penerbitan I n Pendidikan Khusus Yang Diselenggarakan oleh

Masyarakat;
3.Izin"PengirimandanPenerimaanDelegasiAsingdiBidangKesenian;
4. Rekomendasi Pengiriman Misi Kesenian Dalam Rangka Kerjasama Luar

Negeri Skala Provinsi; dan
5. lzin Cagar Budaya dan Benda Budaya'

h. Bidang Pertanian.
t. tzin-Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan flUP-B) yang lokasi lahan

budidayadan/atausumberbahanbakuberadapadalintaswilayah
KabuPaten/Kota;

2. lzin fsaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P) yang lokasi
lahanbudidayadan/atausumberbahanbakuberadapadalintas
wilayah KabuPaten / Kota;

3. Izin Usaha Ferkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan
industri pengolahan hasil perkebunan (IUP) yang lokasi lahan b_idaya

dan/atau sumber bahan baku berada pada lintas wilayah

d. Bidaag Koperasi, Tenoga KerJe dan Transmigrasi'

Kabupaten/ Kota; dan
4. lzin Usaha Produksi Benih.

t. Bidang PcternaLan.
I. lzin Pemasukan/ Pengeluaran Ternak Bibit dari dan

Provinsi;
2. lzin Pemasukan/ Pengeluaran Ternak Potong dari dan

1.
z.

5.
6.

ke Wilayah

ke Wilayah
Provinsi; r'ly'



3. 1?i_l:-lsukan/pengetuaran Dag OId Chick (DOC)/Dag OM Duck(DOD) dat'. dan ke Wilayah provinsi]
4. Izin Pemasukan/ pengeluaran produk Asal Hewan pangan dan NonPangan dari dan ke Wilayah provinsi;
5. Rekomendasi Import/Ekiport Ternak dan Hasil Ternak;6. 

3_11 
Pemasukan / pengeluaran Telur Konsumsi/Telur Tetas dari dan keWilayah provinsi;

7. Izin Usaha Budidaya Hewan Kesayangan di provinsi;
8. Rekomendasi pendaftaran Mutu pata"rr;
9. Rekomendasi Insralasi Karantina Hewan di provinsi;
1O. Izin Pemasukan pakan Ternak dari dan te Wtayafr Frovinsi;lI.Izin Usaha Distributor Obat Hewan lintas Kabu"paten/Xotaf 

,

l2'lzin Pemasukan / pengeluaran Hewan Kesayalgan dari dan ke wilayahProvinsi; dan
l3'Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan KesehatanMasyarakat Veteriner di Daerah provinsi.

J.Bidang Liagkungan Hidup dan Kehutanan.
l. lzin Usaha Industri primer Hasil Hutan Kayu (IUIpHHK) denganKapasitas produksi S_ampai dengan 6.000 M3 per fanun; 

----r ---'t
2. Izin Perluasan IUIPHHK dengin Total Kapasitas produksi sampaidengan 6.000 M3 per Tahun:
3' Rekomendasi pinjam pakai Kawasan Hutan bagi perizinan di LuarBidang Kehutanan yang Diterbitkan oleh Buf,ati/ W;iik; ;""Pemerintah;
4' lzin Pinjam pakai Kawasan Hutan untuk pembangunan FasilitasUmum yang Bersifat Non Komersial dengan Luas -paling g;y"k

5 (Lima) Hektar (Strategis).
5. Rekomendasi pelepasan Kawasan Hutan:6. Rekomendasi pencadangan Kawasan HuLn.7. Rekomendasi Ttrkar Menukar Kawasan uutjtn;8' lzin usaha Industri primer Hasil Hutan bukan kayu (IUIpHHBK) skalamenengah dan skala besar:
9' lzin Perluasan Usaha Industri primer Hasil Hutan bukan kayu

IUIPHHBK) skala menengah dan skala besar; - ---'--' .''1

lO.Izin Usaha dagang kayu cendana;
I !. Perpanjangan Izin Usaha dagang kayu cendana;
12. Rekomendasi pengangkutan kayu cindana;
l3'Izin Pemungutan hasil Hutan Kayu (IpHHK) dan pemungutan hasil
_ Ir,t* Bukan Kayu (IpHHBK) pada Hutan Negara;
14.Hak Pengelolaan Hutan Desa (HpHD);
7 5. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUpH_Km) ;l6.lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kay' pada Hutan Tanaman

Ralryat (IUPHHK-HTr).
77.litn usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan wisata Aram (IUpJLWA)

pada Hutan Produksi:
lS.lzin usaha Pemanfaatan Air (IUpA) pada Hutan produksi dan Lindung;
19. Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kay'u (Hutan Alam

atau Tanaman);
2O. Rekomendasi Revisi Peta Indikatif dan Areal perhutanan Sosial:
21. Rekomendasi Perubahan Fungsi Hutan;
22.lzin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (83) Skala

Provinsi (Sumber Lilr-:'bah Lintas Kabupa ten / Kota) kecuali Minyak
Pelumas/ Oli Bekas;

23.Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Beracun
(B3) Skafa Nasional;

24. Kelayakan Lingkungan Hidup; dan
21.lzin Lingkungan Hidup. Q



k. Bidang Kelautaa dan Peribaan.
1. Suiat Izin Lokasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

i. Surat Izin Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

3. Surat Izin Lokasi Reklamasi;
4. Surat Izin Pelaksanaan reklamasi;
5. Surat lzin Pengelolaan Produksi Garam;
6. Surat izin Lnkasi Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam; 

.

7. Surat izin Pengelolaai Pelngangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam;

8. Surat Izin Lokasi Biofarmakologi Laut;
9. Surat Izin Pengelolaan Biofarmakologt Laut;
lO. Surat izin Lokasi Bioteknologi Laut;
1 1. Surat izin Pengelolaan Bioteknologi Laut;
12. Surat izin Lokasi Pemanfaatan Air l'aut sebagai Energi;

tS. S,r."t izin Pengelolaan Pemanfaatan Air l'aut sebagai Energi;

14. Surat lzin Wisata Alam Perairan;
15. Surat Izin Pengeloalan Wisata Alam Perairan;
16. Surat izin Wisata Bahari;
17. Surat Izin Pembudidaya Ikan untuk Pengelolaan Ruang Laut;

18. Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya Ikan (SIUP-B);

19. Surat izin kapal Pengangkut lkan Budidaya tkan (SIKPI-B|;

2O. Surat Izin Usaha pi';f<inan (SIUP) Tangkap dengan ukuran di atas

10 GT samPai dengan 3O GT;

21.Surat Izin eenangiapan lkan (SIPI) Tangkap dengan ukuran di atas

10 GT samPai dengan 30 GT;
22. Surat Izin Kapal 

"fengangkut Ikan (SIKPI) dengan ukuran di atas

10 GT samPai dengan 3O GT;
23. Surat Izin Pengad"aan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut

Ikan dengan Ukuran di atas 5 GT sampai dengan 3O GT;

24.|nnUsahaPemasarandanPengolahanHasilPerikananLintasDaerah
Kabupaten/ Kota dalam Satu Daerah Provinsi;

25. Suraf izin Lokasi Pemasangan Pipa Bawalr Laut;
26. Surat izin Pengelolaan Pipa Bawah Laut;
27. Surat izin l,okasi Pemasalgan Kabel Bawah L'aut;

28. Surat izin Pengelolaan Kabel Bawah l'aut;dan
29. Surat izin Penelitian dan Pendidikan'

r. Bldnng Perlndustrlan dan Perdagangan'
l. lzin Usaha Industri (IUI) Besar;
2. lzin Perluasal Usaha Industri [PUI) Bagi Industri Besar;

3. lzin usaha Kawasan Industri (IUKI) dan lzin Perluasan Kawasan

lndustri(IPKI)YangLokasinyaLintasDaerahKabupaten/KotaDalam
1 (satu) Daerah Provinsi;

4. Rekomendasi Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas

Bea;
5. Rekomendasi Penerbitan SIUP-MB Bagi Distributor;
6. Rekomendasi Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer

Terdaftar;
7. Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
8. Rekomendasi lzin Dukung Dealer/Sub Dealer/Penyalur Kendaraan

Bermotor Roda Dua, Kendaraan Roda Empat, Kendaraan Roda Enam
atau lebih;

9. Rekomendasi Surat Persetujuan Perdagangan Gula Antar Pulau
(SPPGAP| dan

1O. Rekomendasi Pengakuan Pedagang Gula Antar Pulau (PPGAP). @



m. Bidang Energi dan Sumber daya Mineral.
1. Izin Perusahaan pengeboran Air Tanah (SIppAT);
2. Izin Juru Bor Air Tanah:
3. Izin Pengeboran penggjan/ pasak Sumur produksi:
4. Izin Pengeboran Eksplorasi;
5. Izin Pemakaian / pengusahaan Air Tanah (SIppA) SumurBor/Pasak/Gali Baru:
6. lzin Pemakaian/pengusahaan Air

Bor/Pasak/GaJi/ Lama/Sumur Telah
Pengeboran/ penggalian 

;

Tanah (SIPPA) Sumur
?erbangun Tanpa lzin

7. Izin Usaha Pertamb-Tgll [Up) Eksplorasi Mineral Logam DalamRangka Penanaman.Modal Dalam Negeri Dalam Usaha peftamb;;;"
Pryruh Yang Berada Dalam Satu Daerah Satu provinsi TermaJuk

_ Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut;
8. Perpanjangan Izin .Usaha pertambangan (IUp) Eksplorasi Minera,l

Logam Dalam Rangka penanaman trrtodat Oalam Nege; Dalarr t;;a
Pertambangan Daerah yang Berada Dalam Satu D;ah Satu provinsi

^ Tg.*?f"! Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut;9. lzin Usaha Pertambangan (IUp) Operasi produksi Mineral l,ogam
Da_lam Rangka penanaman Modai Dalam Negeri Dalam Uslha
Pertambangan Daerah yang Berada Dalam satu Daerah satu provinsi

- ^ 
Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut;

lO.Perpanjan gan lzin Usaha pertambangan (IUp) bperasi produksi
Mineral Logam Dalam Rangka penanaman tvtodal balam Negeri DJamusaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam Satu oierah saiu
Provinsi Termasuk Wilayah l,aut Sampai Dengan 12 Mil l,aut;

!!.!"i" P_enciutan Wilayah Usaha pertamt"rrg"., Mi.r.ral Logam;l2.lzin Usaha PertambS.gg [Up] Eksplorasi Mineral Bukin l,ogam dan
latuan_ Dalam Rangka penanaman Modal Dalam wegeri Oalair UsJa
Pertambangan Daerah yang Berada Daram satu Daeiah Satu provinsi

_ 
Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut;

13 ' Perpanjan gan' rzin Usaha pertambangan (IUp) Eksplorasi Mineral
Bukan Logam dan Batuan Dalam Rangka penanaman Modal Dalam
Negeri Dalam usaha pertambangan Daerah yang Berada Da]am Saiu
Dareah Satu Provinsi rermasuk wilayah Laut sampai Dengan 12 Mil
Laut;

l4.rzin us$a Pertambangan (IUp) operasi produksi Mineral Bukan
Logam dan Batuan Dalam Rangka penanaman Modal Dalam Negeri
Dalam usaha Pertambangan Daerah yang Berada Daram satu oaerarr
Satu Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil l,aut;

l5.Perpanjan gan rzin Usaha pertambangan (IUp) operasi produksi
Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Rangka penanaman Modal
Dalam Negeri Dalam Usaha pertambangan Daerah yang Berada
Dalam Satu Daerah Satu provinsi Termasuk Wilayah Laui Sampai
Dengan 12 Mil Laut;

L6.lzin Penciutan Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Ingam;
l7.lzin Pertambangan Rakyat Untuk Komoditas Minerat lngam, Batu

Bara, Mineral Bukan logam dan Batuan Dalam Wilayah
Pertambangan Rakyat;

l8.Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi Khusus untuk
Pengolahan dan Pemurnian Dalam Negeri yang Komoditas
Tambangnya Berasal Dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama;

l9.lzin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus
Pengangkutan dan Penjualan;

2o.lzin Usaha Jasa Pertambangan dan Surat Keterangan Terdaftar Dalam
Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Yang Kegiatarr Usahanya
Dalam Satu Daerah Provins|' rk.



2l .Surat Pengakhiran lzin Usaha perLambangan;
22.rzin u_saha penyediaan Tenaga Li"trit rv.i iladan usaha Milikdan Penjualan Tenag_a t istrik Serta e..ry.*""., Jaringan
^^ 

Penyedia Tenaga Listrik Dalam Daerafr prouirr"i;

?1Yi" Operasi yang Fasilitas Instalasinya-It;h_ Daerah provinsi;
24.12;n Usaha Jasa penunjang Tenaga Li*t ii e"g, Badan UsahaNegeri/Mayoritas Sahamnya Di;fki OIeh penanam ModalNegeri.

n. 
.Btqang PeterJaan Umur'' dan perumahan Rakyat.l. ?" Atas penyediaan, 

_peruntut-, p"-.rgg,rrraan dan pengusahaan
Sumber Daya Air qada WjlaVah Sungai Llntas Xabupaten/Kota;2. Izin Pemanfaatan Ruang yang S.""JO.rg.n RTRWp;3. lzin. Pembangunan, perianfaatan, - pengubahan dan/atauPembongkaran Frangunan dan/ atau Saluran bigasi pada Jallrnganprime r darr Sekunder Datam 

_Daerair r rigasi Li 
" 

t" J x. ui,ill";7#L,4' Penetapan dan pemberian Rekomenai"i r"ttri" At""--p61,;i;,Pengambilan, peruntukkan, penggunaan dan n"rrgrr"";,"; Ai.Tanah pada Cekungan Air Tanah Lfrtas Kabupaten/KJta;5. Inn lokasi Kasiba/Lisiba Lintas Kabupaien/Xota;6. \:+ Penyelenggaraan pengelolaan persampahan LintasKabupaten/Kota;

7. lq lenyelenggaraan prasarana Air Limbah Lintas Kabupaten/Kota;8' l-ti: Penyelenggaraan pelayanan p.""a."-a Air Minum untuk LintasKabupaten/Kota; dan
9' rzin Registrasi dan sertifikasi pengembangan perumahan KerasMenengah.

o. BidangKosbangpol.
l. Izin Penelitian lembaga Dalam provinsi;
2. lzin Penelitian Mahasiiwa Dalam provinsi:
3. Izin Penelitian Lembaga Asing;
4. Rekomendasi pelaksanaan Xutiatr Kerja Nyata (KKN); dan5. Rekomendasi praktek Kuliah l,apane"" (pi{L[M"e;e.

Negara
Kepada

dan
Dalam
Dalam

Non Perizinan
a sampai dengan
perangkat daerah

teknis yang terkait dengan dokumen.
(2) Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud

persyaratan yang harus dipenuhi.
pada ayat (l) merupakan

BAB III
KETEIVTUAJI PEIYUTT'P

Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, peraturan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang pendelegasian wewenang dari Gubernur
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu pintu
Untuk Menandatangani Perizinan dan Non perizinan di Lingkungan pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2O17 Nomor OO2) dicabut dan dinyatakan tidak tlerlal<u. e

pasal 3
(l) Kepala DPMTPSP menandatangani perizinan dan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf
huruf o, setelah mendapat Rekomend,asi Teknis dari



Pasd 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tangga-l diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal t, wve 6b<r 21lg

p cueenxun *y?frr":oRA rrMUTf

ilGTILU LAISKoDAT

Diundangkan di Kupang.
pada tanggal lr t\6/eDLr 2OL9

SEKRETAzuS DAERAH

gPROVINSI NUSA TENGGARA TTMUR,f/

-1 
, 
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